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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Tahun 2022 ini disusun sebagai
bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal Tahun Anggaran
2022 dan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun
berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN
& RAB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Informasi yang dimuat dalam LK]jIP Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan
gambaran bahwa Pengadilan Negeri Kisaran senantiasa bertekad kuat untuk
melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020 -
2024 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengadilan
Negeri Kisaran dalam melaksanakan kegigtan secara professional, efektif, dan efisien
demi tercapainya visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kisaran Yang Agung”

TUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

engadilan Negeri Kisaran di dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk

berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan,

akuntabel dalam pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung R.l. Oleh
karena itu kebijakan dalam pencapaian Peradilan yang Agung, haruslah berpedoman
kepada Blue Print pembaruan Peradilan 2010-2035, baik pelaksanaan fungsi teknis
maupun fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Untuk itu, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pengadilan

Negeri Kisaran Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang
telah dicanangkan di awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam
menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini juga disusun untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri
Kisaran dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang
ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban
untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,
periodik, dan melembaga.

Penyusunan LKjIP ini juga sesuai dengan semangat “‘good governance” dimana
diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan,

daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan
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efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam
visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui
program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan

perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Adapun Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Kisaran Tahun 2022 mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri Kisaran yang merupakan pengadilan tingkat pertama
dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan
Jend. Ahmad Yani No. 33 Kisaran Kode Pos 21214, Telp/ Fax (0623) 41396,
Website : E-Mail : mail@pn-kisaran.go.id. Kabupaten Asahan. Sebelah Utara
berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara, di sebelah Selatan dengan Kabupaten
Labuhan Batu dan Toba Samosir, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I-B memiliki wilayah hukum meliputi Kabupaten
Asahan kecuali Kecamatan Tanjung Balai, Sei Kepayang, Air Joman, Simpang Empat,

Pulau Rakyat, dan Bandar Pulau dan seluruh Kabupaten Batu Bara.
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Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl No.1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI
No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1 : Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri kisaran

Pengadilan Negeri Kisaran diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh
Menteri Kehakiman RI di wakili oleh Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan
Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang pertama
dijabat oleh Burhan Batang Pane Siregar, SH. Dasar pembentukan Pengadilan Negeri
Kisaran adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal
17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang

Pembentukan Pengadilan Negeri Kisaran.

Gedung Pengadilan Negeri Kisaran yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas
tanah seluas 3769 m2. Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang, Ruang Pelayanan
Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang
Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang
Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Hakim, Panitera Pengganti,
Ruang Arsip, Ruang Teleconference, Aula dan Perpustakaan.

2. TUGAS POKOK
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Pengadilan Negeri Kisaran adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada
peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan Negeri Kisaran
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Kisaran juga memiliki
tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi
Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, apabila diminta. Pemberian
keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, di kecualikan dalam hal-hal
yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan di periksa di Pengadilan.

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Negeri Kisaran :

1. Pengadilan Negeri Kisaran di pimpin oleh seorang Ketua di bantu oleh seorang
Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan
dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri
Kisaran wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), yang meliputi
pembuatan rencana kerja (planning), mengatur pelaksanaannya (organizing),
menggerakkan (actuating) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling).

. Pengadilan Negeri Kisaran wajib menguasai dan memahami dengan baik
seluruh tugas-tugas meliputi unit teknisyustisial dan unit administrasi, baik
administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang
dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuan yaitu beradadalam
lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

o Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu
menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan
keserasian kerja di antara para pejabat, menegakkan disiplin kerja,
disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga
Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara

mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun
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internasional, kursus- kursus dan lain sebagainya dan tidak menganggu
pelaksanaan tugas.

. Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi
bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan
dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam
dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.

o Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya
peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa
Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukungoleh
kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat
peradilan lainnya.

. Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit
struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni:
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat
Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan ,dan
Kepala Sub Bagian Perencanaan,IT dan Pelaporan.

Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja

sama dengan baik.

Membagi dan menetapkan tugas dan tanggungjawab secara jelas dalam rangka

mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugasyang

bersangkutan.

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan

rutin.

Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3

bulan dengan seluruh karyawan.

Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.
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9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan,baik bagi para Hakim maupun seluruh
pegawai.

10. Melakukan pengawasan intern dan extern:

o Intern : pejabat peradilan,keuangan dan material.
. Extern : pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Menugaskan Hakim untuk membinadan mengawasi unit hukum tertentu.

12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk
kepentingan peningkatan jabatan.

13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasa dan penilaiannya kepada
MahkamahAgung.

14. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara
pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada
pertemuan berkala dengan para Hakim.

15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

16. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi.

17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan
kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan,
pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di
daerahnya apabila diminta.

18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan
menanggapinya bila dipandang perlu.

Sebagai sebuah instansi pemerintah, Pengadilan Negeri Kisaran dipimpin oleh
seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, 6
orang Hakim, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Kepala Sub Bagian, 5 orang Panitera
Pengganti, 1 orang Jurusita, 2 orang Juru Sita Pengganti, 5 orang Staf Pelaksana, 4
orang CPNS dan 9 orang PPNPN. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, stuktur
organisasi Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut :
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PERMA NO. 07 TAHUN 2015

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B

KETUA
i HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum

WAKIL KETUA
ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H.,M.H.

HAKIM <A1 HAKIM
s I

NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H.,M.H. bl YOHANA T. PANGARIBUAN, S.H., M.Hum

MIDUK SINAGA, S.H. o A TETTY SISKHA, S.H., MH.

' ANTONI TRIVOLTA, S.H. -7l IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA SEKRETARIS
! MEDIANA Br. TARIGAN, S.E

KASUBBAG UMUM KASUBBAG KEPEGAWAIAN B KASUBBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI
PANITERA MUDA PIDANA DAN KEUANGAN DAN TATALAKSANA|
h

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
JURUSITA PENGGANTI 1. DARWIS TARIGAN, S H.
1. M. SALEH 2. ALIUSTAZ PRANATA 1. FUNGSIONAL ARSIPARIS
3. HELMI, SH. PERADILAN 2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
2-ASER HUTASARKT 4. SITIURMALA SITORUS, S H. 3. FUNGSIONAL BENDAHARA
3. MURSAL PAHRI LUBIS 5. MEILAN MONANITA, S.H. =
4. PRANATA KOMPUTER

Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kisaran 2022

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat melaksanakan
tugas-tugas (job description) masing-masing dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua
Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab dan pengelola. Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015, tugas masing-
masing jabatan diuraikan sebagai berikut :

- Tugas Ketua Pengadilan
Tugas pokok Pimpinan adalah mengatur pembagian tugas para Hakim,
membagikan semua berkas dan atau surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran kepada Majelis Hakim untuk
diselesaikan; pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan pengawasan dan evaluasi atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasubag
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Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasub Perencanaan, Tl

dan Pelaporan, Jurusita / Jurusita Pengganti dan seluruh staf serta PPNPN

(Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) di lingkungan Pengadilan Negeri

Kisaran.

Fungsi Ketua Pengadilan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pembagian tugas para hakim

2. Pelaksanaan pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan Negeri
Kisaran

3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera, Sekretaris, Dan Jurusita/ Jurusita Pengganti

- Tugas Wakil Ketua
Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerjajangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Mewakili Ketua bila berhalangan.

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas
telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta
melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

- Tugas Hakim
Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutuskan segala perkara Pidana dan
Perdata yang diajukan, mendengar, mengkaji dan menelaah semua alat bukti
keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk
mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan
kebenaran materiil serta membantu bidang pengawasan di masing-masing bidang.
Hakim di Pengadilan Negeri Kisaran berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu :
1. Nelson Angkat,S.H.,M.H ( Ketua Pengadilan Negeri Kisaran )
2. Erika Sari Emsah Ginting,S.H.,M.H ( Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran )

3. Yohana Timora Pangaribuan, SH., M.Hum.
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4. Miduk Sinaga, SH.

5. Antoni Trivolta, SH.

6. Nelly Rakhmasari Lubis, SH., M.H.
7. Tetty Siskha, SH., M.H.

8. Irse Yanda Perima, SH., M.H.

Tugas Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dipimpin oleh seorang Panitera yang
dijabat IDRIS, SH., MH., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor: 616/DJU/SK/KP.04.5/4/2020 tanggal 21 April 2020.
Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri,
Panitera bertugas untuk memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi
perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut;

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

o R~ LD

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam
program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
kepaniteraan;

7. Pelaksanaan mediasi;

8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
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- Tugas Sekretaris
Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh MEDIANA Br.
TARIGAN, SE. Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 maka Sekretaris pada
Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana
dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut;
1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan

anggaran;

Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

2R T

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan.

- Tugas Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Perdata dijabat oleh Buyung Hardi, SH., berdasarkan Surat
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021
tanggal 4 Oktober 2021, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perdata, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perdata. Dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut;
1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
perdata;

2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
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3.

10.
11.

12.

13.
14.

- Tug

2022

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada  ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis
hakim dari ketua pengadilan;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;

Pelaksanaan  penyampaian  pemberitahuan putusan tingkat banding,
kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan menyampaika relas penyerahan isi putusan
kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;

Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada panitera muda hukum;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

as Panitera Muda Pidana

Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kisaran diisi oleh Addhie
Yus Pramana Putra S.H., M.H, Nomor: 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021 tanggal 4

Oktober

2021. Panitera Muda Pidana memiliki tugas melaksanakan administrasi

perkara di bidang pidana. Dan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi

sebagai
1.

berikut;
Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara

pidana;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

2022

Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan
kepada termohon;

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan
majelis hakim dari ketua pengadilan;

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman
penetapapenahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan
penahanan;

Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan
dari penyidik;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus
dan diminutasi;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;

Pelaksanaan  penyampaian  pemberitahuan  putusan tingkat banding,
kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi
putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa
penuntut umum dan terdakwa,;

Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada panitera muda hukum;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
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- Tugas Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Kisaran dijabat oleh DOHARNI
SIREGAR, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:
2492/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 tanggal 9 Juli 2019. Panitera Muda Hukum memiliki
tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dan dalam menjalankan
tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

a kw0

Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas

perkara,

6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara.

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan

masyarakat; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Tugas Panitera Pengganti
Membantu hakim dalam pelaksanaan persidangan, menyelesaikan perkara,

membuat minutasi perkara.

Tugas Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan, dijabat oleh NONI APRIANTI
DAMANIK, SH., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor: 37/SEK/Peng.06.1/12/2015, tanggal 16 Desember
2015.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Perencanaan, Tl, dan

Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan,
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program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

- Tugas Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Jabatan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan
Negeri Kisaran dijabat oleh MUHAMMAD REZA LUBIS, SH., yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:
746/SEK/Kp.I/SK/X1/2018 tanggal 21 November2018 Sesuai dengan Perma
Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala bertugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan
organisasi dan tatalaksana

- Tugas Kasubag Umum dan Keuangan
Kasubag Umum dan Keuangan, dijabat oleh DIANA ROMIN HARAHAP, SH yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:
746/SEK/Kp.I/SK/X1/2018 tanggal 21 November 2018. Sesuai Perma Nomor 7
Tahun 2015 maka sebagai Kasubag Umum dan Keuangan bertugas untuk
melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta

pengelolaan keuangan.

3. FUNGSI

Disamping tugas-tugas pokok, Pengadilan Negeri Kisaran memiliki fungsi

sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara yang dilakukan upaya
hukum dan eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Kisaran.

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

c. Waarmerking akta pendirian badan hukum.

d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.
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e. Memberikan informasi kepada masyarakat semua kegiatan yang dilakukan

oleh Pengadilan Negeri Kisaran secara akurat dan akuntabilitas.

C. STRATEGIC ISSUES
Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri

Kisaran menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issues) yang dapat
dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:
1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban
Strategic Issues yang berkaitan dengan pelaksanan kewenangan dan kewajiban
Pengadilan Negeri Kisaran antara lain.
a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan
Bagi Pengadilan Negeri Kisaran, memberikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk
dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri
Kisaran senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat,
sederhana, dan biaya ringan.
Pengadilan Negeri Kisaran sejak Tahun 2019 sudah menerapkan Peraturan
Mahkamah Agung RI No: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
persidangan di pengadilan secara elektronik. Sejak tahun 2021 seluruh
perkara perdata sudah didaftarkan melalui aplikasi e-Court. Pengadilan Negeri
Kisaran juga sudah menerapkan SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
elektronik. Untuk perkara perdata gugatan dan bantahan yang bersidang
secara elektronik/e-Litigasi, maka para pihak dapat mengambil salinan
putusan yang sudah bertanda tangan elektronik di akun e-court masing-
masing pihak tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk
mewujudkan terciptanya asas peradilan yang mudah, sederhana dan berbiaya
ringan
Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang
dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan

biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif
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dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama
para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat
pencari keadilan untuk berpekara secara cuma-cuma (prodeo).

b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan
Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang
peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses
masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Kisaran, masih terdapat kendala dalam hal akses
masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan
Negeri Kisaran sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur
dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara online
melalui aplikasi direktori putusan mahkamah agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi
Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Kisaran relative dapat dijaga
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan
bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan
keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat
mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi
pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-
tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan
amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issues yang berkaitan dengan pelaksanan kelembagaan Pengadilan

Negeri Kisaran antara lain :

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan
Efisien
Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Kisaran didukung oleh Ketua, Wakil
Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri

Kisaran. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan
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dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan
tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian
diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan
kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan
organisasi Pengadilan Negeri Kisaran. Selain berpegang pada kode etik,
setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Kisaran pun harus menjalankan
tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak
membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk
berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka
peningkatan efektifitas dan efisiensi
b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis

Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakan
roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama
yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga
performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam
hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta
memiliki  kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai
merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan
Negeri Kisaran dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya
manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat,
dengan memberikan pengarahan pengarahan secara struktural dari atas ke
bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti

pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Negeri Kisaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana
strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal
bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin
diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana
kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi
dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan
secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai,
keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta
Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan juga akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan
rencana dan realisasi anggran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-
tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi
yang telah ditetapkan, termasuk analisa tentang capaian indikator
kinerja dan efisiensi.

PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

2022
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2020 — 2024 berpedoman
pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan
juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak
Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini
memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Negeri Kisaran mendukung penjabaran RPJMN
2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nsional yang didasarkan pada kaidah-
kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangan ketujuh
yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara
wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta
pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan
kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola
pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat
melalui : (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2)
Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki system peradilan,
penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap
keadilan dan system anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan
perlindungan WNI di luar negeri.

Kontribusi Pengadilan Negeri Kisaran dalam memenuhi amanat agenda
pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang
pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan
Negeri Kisaran menetapkan misi sebagai berikut :
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Menjaga kemandirian badan peradilan;
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

= A

Peningkatan kreadibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, langkah-langkah kongkrit yang

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan
berkeadilan;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam DIPA,;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur;

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional,

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria
obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegrasi dan profesional;

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, adiministrasi, dan
jalannya peradilan;

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan
transparansi;

10. Modern dengan berbasis Tl terpadu.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka indikator
pencapaian tujuan adalah :

a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan;

b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kisaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah
pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta
dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradila Indonesia Yang Agung,
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maka Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4)  Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam kinerja utama dan Indikator Kinerja
Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri
Kisaran, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Kisaran telah direviu
berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
W2.U11/294/SK/KP.04.6/01/2022 tanggal 3 Januari 2022. Reviu Indikator Kinerja
Utama tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Indikator Kinerja Utama

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1. | Terwujudnya Proses a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang pasti, = Perdata
Transparan dan :
= Pidana

Akuntabel

b. [Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan
keadilan Restoratif

C. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya
Hukum Banding

= Perdata
= Pidana

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

= Perdata
= Pidana
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e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan
dengan diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan
2 Peningkatan efektifitas a. | Persentase salinan Putusan yang disampaikan
pengelolaan kepada para pihak Tepat Waktu
penyelesaian perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui
Mediasi
3 | Meningkatnya akses a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
peradilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan b. | Persentase perkara yang diselesaikan di luar
Gedung Pengadilan
C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
4 | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang
kepatuhan terhadap ditindaklanjuti (dieksekusi)

putusan pengadilan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Kisaran
memiliki 2 program yang dilaksanakan. Kedua program tersebut adalah :
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan

peradilan. Sasaran program ini adalah turunan dari empat sasaran strategis, yaitu
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

a.

b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah untuk Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum, yang dilaksanakan dengan anggaran Rp. 264.400.000,-
(Dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sesuai DIPA-
005.03.2.400390/2022 tanggal 17 November 2021 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,- ;

b. Percepatan Penyelesaian Perkara sebesar Rp. 5.500.000,- ;
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c. Perkara peradilan yang diselesaikan di tingkat pertama sebesar Rp.

227.141.000,- .
2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program meningkatnya

layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan,

yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.517.105.000,- dengan rincian

sebagai berikut :

a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA sebesar Rp.
5.453.105.000,-

b. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp.
64.000.000,-

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola.

Pada awal tahun 2022, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran telah menetapkan
Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Kisaran dimana terdapat 4 (empat) sasaran
strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama

NO Sasaran Strategis

1. | Terwujudnya Proses |a. Persentase perkara yang diselesaikan

Peradilan yang pasti, tepat waktu

Transparan dan = Perdata 70%

Akuntabel = Pidana 100%
b. |Jumlah Putusan yang menggunakan 30%

pendekatan keadilan Restoratif
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Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Banding
* Perdata 80%
* Pidana 85%
Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Kasasi
* Perdata 85%
* Pidana 90%
Persentase Perkara Pidana Anak yang 5%
diselesaikan dengan diversi
Index responden pencari keadilan 90%
yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Persentase salinan Putusan yang 100%
efektifitas disampaikan kepada para pihak Tepat
pengelolaan Waktu
penyelesaian
perkara Persentase Perkara yang 5%
Diselesaikan melalui Mediasi
Meningkatnya akses Persentase Perkara Prodeo yang 0
peradilan bagi diselesaikan
masyarakat miskin
dan terpinggirkan Persentase perkara yang 0
diselesaikan di  luar  Gedung
Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan 95%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata 20%
kepatuhan terhadap " S .
putusan pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran
mendapat anggaran dengan total Pagu awal Rp. 5.517.105.000,- (Lima miliar lima
ratus tujuh belas juta seratus lima ribu rupiah) dan kemudian mendapatkan tambahan
anggaran sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
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Tabel 3.
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022

NO PROGRAM PAGU

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 264.4..00,-

2.  Progran Dukungan Manajemen Rp. 5.517.105.000-
JUMLAH Rp. 5.781.505.000,-
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
kuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat capaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi seperti yang tertuang dalam
perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk menentukan
tingkat capaian kinerja tersebut maka harus dilakukan suatu Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
realisasi dengan target setiap indikator sasaran yang telah di tetapkan dalam
Perjanjian Kinerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja digunakan
skala nilai Ordinal sebagai berikut :

Tabel 4.
Skala Nilai Ordinal

SKALA NILAI

INTERPRETASI STATUS WARNA
ORDINAL SIMPULAN PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP

>125% Sangat Berhasil
100%-125% Berhasil
75%-99,99% | Cukup Berhasil

0%-29,99% Tidak berhasil Merah ‘

30%-74,99% | Kurang berhasil

al B WP
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Secara keseluruhan capaian kinerja organisasi Pengadilan Negeri Kisaran tahun
2022 dinyatakan “SANGAT BERHASIL”. Capaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan
Negeri Kisaran telah sangat berhasil dalam melaksanakan Target Kinerja dan

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 5.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Strategis

1. | Terwujudnya |a. Persentase perkara yang

Proses diselesaikan tepat waktu

Peradilan yang = Perdata 70% 95 135
pasti, = Pidana 100% 90,68 90,68
Transparan

b. |Jumlah Putusan yang
menggunakan pendekatan 30 39,5 131,6
keadilan Restoratif

dan Akuntabel

c. | Persentase perkara yang
tidak mengajukan Upaya
Hukum Banding
= Perdata 80% 85,65 107
* Pidana 85% 84,24 99,1

d. | Persentase perkara yang
tidak mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

= Perdata 85% 92,82 103
» Pidana 90% 88,65 104
e. Persentase Perkara Pidana
Anak yang  diselesaikan 5% 3,84 76,8
dengan diversi
f. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap 90% 92,70 103

layanan peradilan

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis | 105,4%
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2 Peningkatan a. Persentase salinan Putusan | 100% | 100% 100%
efektifitas yang disampaikan kepada
pengelolaan para pihak Tepat Waktu
penyelesaian
perkara b. | Persentase Perkara yang 5% 8% 160%

Diselesaikan melalui Mediasi

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 130%

3 | Meningkatnya | a. | Persentase Perkara Prodeo 100% | 100% 100%
akses yang diselesaikan
peradilan bagi
masyarakat b. Persentase perkara yang 0% 0% 0%
miskin dan diselesaikan di luar Gedung
terpinggirkan Pengadilan
C. Persentase Pencari Keadilan 95% 100% 105%

Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 102,5%
4 | Meningkatnya Persentase Putusan 20% 38,5% 192,5%
kepatuhan Perkara  Perdata yang
terhadap ditindaklanjuti (dieksekusi)
putusan
pengadilan

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4 289,45%

Rata- Rata Capaian Kerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 156,83%

Setelah melalui hasil analisa dan pengolahan data, maka berdasarkan Skala Nilai
Ordinal, rata-rata capaian kinerja organisasi (156,84%) berada pada interval >125%,
dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Kisaran
telah “SANGAT BERHASIL”

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap
sasaran strategis :
SASARANI. TERWUJUDNYA  PROSES PERADILAN YANG  PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri
Kisaran dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran
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ini terdiri dari 6 (enam) indikator dan rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis

tersebut diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.

Capaian kinerja Sasaran Strategis | Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama Realisasi  Capaian
Sasaran (%) (%)
Strategis
1. | Terwujudnya a. |Persentase perkara
Proses Peradilan yang diselesaikan tepat
yang pasti, waktu :
Transparan dan
Akuntabel » Perdata 70 95 135
* Pidana 100 90,68 90,68

b. |Jumlah Putusan yang
menggunakan 30 39,5 131,6
pendekatan keadilan
Restoratif

c. | Persentase perkara

yang tidak mengajukan

Upaya Hukum Banding
= Perdata 80 85,65 107
=  Pidana 85 84,24 99,1

d. | Persentase perkara

yang tidak mengajukan

Upaya Hukum Kasasi
=  Perdata 85% 92,82 103
= Pidana 90% 88,65 104

e. |Persentase Perkara
Pidana Anak yang
diselesaikan dengan 5% 3,84 76,8
diversi

f. |Index responden

pencari keadilan yang
puas terhadap layanan 90% 92,70 103
peradilan

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis | 105,4%
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Setelah melalui hasil analisa dan pengolahan data, maka berdasarkan Skala Nilali
Ordinal, rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya Proses
Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel (105,4%) berada pada interval 100%
- 125%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri

Kisaran telah “BERHASIL” dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator kinerja (a) : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara
putus tepat waktu sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yaitu perkara yang diputus majelis
hakim paling lambat 5 (lima) bulan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih
antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara
diputus.

Tabel 7.
Persentase Penyelesaian Perkara tepat waktu

Indikator Kinerja =~ Target  Realisasi Capaian Kinerja (%)

2022 2022 2022 2021 2020 2019

Persentasi
penyelesaian
perkara tepat
waktu :

» Pidana 100% 90,68% | 90,68% | 93,7% | 93,36% 87% 73%
» Perdata 70% 93,65% 133,7% | 119,6% 121% 96% 99%
Persentase Penyelesaian Perkara 112,19% | 106,6% | 107,1% | 91,5% 86%

Tahun 2022 beban perkara Pengadilan Negeri Kisaran sebanyak 1.395 perkara,
jumlah ini berkurang 9,88% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah
1.548 perkara. Tahun 2022 Pengadilan Negeri Kisaran berhasil memutus 1.273
perkara, berkurang 10,6% dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 1.424
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perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 122 perkara berkurang 1,6%
jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 124 perkara.

Rincian keadaan perkara Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2022 adalah sebagai
berikut :

Tabel 8.
Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022
Berdasarkan Jenis Perkara

Sisa Masuk Cabut | Jumlah PULUS Sisa Rasio

Jenis Perkara | Perkara perkara | beban Produktifitas
2022 2022 2022

2021 (%)
Pidana Biasa 79 1021 0 1100 996 104 90,54
Pidana 0 27 0 27 26 1 96,29
Khusus Anak
Perdata 44 85 6 123 107 16 86,99
Gugatan
Perdata 1 136 0 137 137 0 100
Permohonan
Gugatan 0 11 3 8 7 1 87,50
Sederhana

Jumlah 124 1280 9 1395 1273 122 91,25

Dari perkara yang diputus sebanyak 1.273 perkara, sebanyak 1.260 perkara
diputus tepat waktu atau 98,97%, dan dari jumlah tersebut 95,36% berhasil diputus
dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan. Capaian dalam memutus perkara ini
meningkat sebesar 1,68% dibandingkan tahun 2021 yang capaiannya sebesar
97,37%.

Tabel 9.
Tabel rerata memutus perkara pada Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022
No Jenis Perkara Lamanya pemeriksaan (dalam bulan) Jumlah
1s/d3 >3s/d6 | >6s/d12 >12
1 Pidana Biasa 984 11 1 0 996
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2 | Pidana Khusus Anak 26 0 0 0 26
3 | Perdata Gugatan 60 36 11 0 107
4 | Perdata Permohonan 137 0 0 0 137
5 |Gugatan Sederhana 7 0 0 0 7
Jumlah 1.214 47 12 0 1.273
% 95,36% 3,69% 0,94% 0%

Keberhasilan capaian dalam memutus perkara secara tepat waktu disebabkan
karena Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi
Monitoring SIPP telah berjalan dengan baik pada Pengadilan Negeri Kisaran,
sehingga pelaksanaan dan pengawasan penyelesaian perkara dapat berjalan dengan
lebih efektif.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja indikator persentase perkara
yang diselesaikan tepat waktu (86%) berada pada interval 75%-99,99%, dengan
demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran “CUKUP
BERHASIL” dalam mencapai target sasaran kinerja penyelesaian perkara yang
diselesaikan dengan tepat waktu.

Pengadilan Negeri Kisaran juga telah menerapkan dengan baik ketentuan
SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding.

Beberapa Kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan perkara secara
tepat waktu antara lain :

1. Untuk perkara perdata, kedudukan para pihak banyak yang berada di luar wilayah
hukum Pengadilan Negeri Kisaran sehingga panggilan harus dilakukan melalui
mekanisme delegasi, hal ini membuat waktu untuk menyelesaian perkara menjadi
lebih lama.

2. Tahun 2022 terdapat 1 (satu) perkara pidana yang penyelesaiannya melebihi
waktu 5 (lima) bulan karena Terdakwa sedang sakit sehingga pelaksanaan

persidangan menjadi tertunda.
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Indikator kinerja (b) : Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan

keadilan Restoratif

Restoratif justice merupakan suatu putusan yang lebih menitikberatkan pada
kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode
pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan
komunitasnya di dalam proses pemidanaan. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah
adanya pemulihan kepada korban dengan memberikan ganti rugi kepada korban,
perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya.

Selama ini pelaksanaan restorative justice masih terbatas pada diversi yang
merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejak
tahun 2020 berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum,
pendekatan keadilan restoratif juga digunakan dalam penyelesaian perkara tindak
pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak
dan perkara narkotika.

Tabel 10.
Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Indikator Kinerja =~ Target  Realisasi Capaian Kinerja (%)

2022 2022 2022 2021 2020 2019 2018

Persentase
Putusan yang
menggunakan 30% 39,5% 131,6% 62,5% 87 % 0% 0%
pendekatan
keadilan
Restoratif

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2022 sebanyak 27 perkara, dan perkara

narkotika yang diajukan restorative justice sebanyak 16 perkara sehingga total beban
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perkara yang diajukan untuk restoratif sebanyak 43 perkara. Dari jumlah tersebut yang
berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 17 perkara atau
39,5%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator persentase Putusan yang
menggunakan pendekatan keadilan Restoratif adalah 131,6% dari target 30%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kisaran untuk
indikator Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif tahun 2022
meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya 2018 s/d 2021.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja persentase Putusan yang
menggunakan pendekatan keadilan Restoratif (131,6%) berada pada interval >125%,
dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran
“‘SANGAT BERHASIL” dalam mencapai sasaran kinerja menurunkan sisa perkara.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja ini menunjukkan bahwa Pengadilan
Negeri Kisaran telah berkomitmen untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung,
Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang
pelaksanaan keadilan restoratif. Untuk kedepannya Pengadilan Negeri Kisaran
berkomitmen untuk meningkatkan target kinerja secara bertahap seiring dengan
meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur hukum tentang penyelesaian

perkara melalui restorative justice.

Indikator kinerja (c) : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah
perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung
dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan)

Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya Hukum, maka

masyarakat pencari keadilan semakin puas atas putusan pengadilan.
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Tabel 11.

Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator Kinerja =~ Target | Realisasi Capaian Kinerja
2022 2022 2022 2020 2019 2018
Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Banding :
» Pidana 85% | 84,24% 99,1% | 100,6% 114 % 110% 111%
» Perdata 80% | 85,65% 107% | 113,6% 125 % 72% 73%
Persentase perkara tidak upaya 103% | 106,8% | 119,5% 91% 92%
hukum Banding

Analisa capaian kinerja :
1. Persentase perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

» Beban perkara pidana tahun 2022 adalah 1.127 perkara dan diputus pada
tahun berjalan sebanyak 1.022 perkara. Jumlah perkara yang tidak diajukan
banding sebanyak 861 perkara atau 84,24%. Capaian Kkinerja untuk
indikator ini mencapai 99,1% dari target 85%.

» Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
dari tahun 2018 s/d 2021 rata-rata capaian kinerja sebesar 106% dari
target yang telah ditetapkan, tahun 2022 capaian kinerja menurun sedikit
menjadi 99,1%. Namun capaian ini hampir sama dengan target yang telah
ditetapkan di awal tahun.

» Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum banding pada perkara pidana berada pada
interval 75-99,9%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022,
Pengadilan Negeri Kisaran telah “CUKUP BERHASIL” dalam mencapai
sasaran kinerja Persentase peningkatan perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Banding.
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2. Persentase perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

» Beban perkara perdata tahun 2022 adalah 268 perkara dan diputus pada

tahun berjalan sebanyak 251 perkara. Jumlah perkara yang tidak
diajukan banding sebanyak 215 perkara atau 85,65%. Capaian kinerja
untuk indikator ini mencapai 107 dari target 80%.

Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding dari tahun 2018 s/d 2021 rata-rata capaian kinerja sebesar
95,9% dari target yang telah ditetapkan, tahun 2022 capaian kinerja
meningkat menjadi 107%.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada perkara perdata
berada pada interval 100-125%, dengan demikian disimpulkan bahwa
pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran telah “BERHASIL” dalam
mencapai sasaran kinerja Persentase peningkatan perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding.

Berikut adalah keadaan perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding pada

Pengadilan Negeri Kisaran :

Tabel 12.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Sisa Masuk Cabut | Jumlah PutUS Perkara Rasio
Jenis Perkara | Perkara 2022 perkara | beban 2022 Tidak Produktifitas
2021 Banding (%)
Pidana Biasa 79 1021 0 1100 996 837 84
Pidana 0 27 0 27 26 24 92,3
Khusus Anak
Perdata 44 85 6 123 107 71 66,35
Gugatan
Perdata 1 136 0 137 137 137 100
Permohonan
Gugatan 0 11 3 8 7 7 100
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Sederhana
Jumlah 124 1280 9 1395 1273 1076 84,5

Dari hasil analisa diatas dapat dilihat bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kisaran
untuk indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding tahun 2022 menurun dibanding kinerja tahun 2021, namun secara rata-rata
meningkat secara signifikan dibanding rata-rata tahun 2018 s/d 2019. Namun capaian
ini masih sesuai dengan target hasil yang telah ditetapkan di awal tahun.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Kisaran (103%) berada
pada interval 100%-125%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022,
Pengadilan Negeri Kisaran telah “BERHASIL” dalam mencapai sasaran kinerja
Persentase peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
menunjukkan bahwa pada umumnya putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kisaran tahun 2022 dapat diterima dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak
dan pencari keadilan. Namun tingginya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
bukan hanya dipengaruhi oleh putusan hakim namun masih ada kondisi lain yang
mungkin menjadi penyebab antara lain :

- Lamanya proses penanganan perkara sehingga masyarakat menjadi jenuh
karena menyita waktu, biaya dan pikiran;

- Biaya penyelesaian perkara di pengadilan yang sulit diprediksi;

- Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;

- Kurangnya pemahaman mengenai prosedur untuk melakukan upaya hukum

banding, dll.
Indikator kinerja (d) : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah
perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
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Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dihitung
dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi
pada tahun berjalan)

Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya Hukum, maka

masyarakat pencari keadilan semakin puas atas putusan pengadilan.
Tabel 13.
Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator Kinerja =~ Target | Realisasi Capaian Kinerja
2022 2022 2022 2021 2020 2019
Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Kasasi :
> Perdata 85% 88,65% 104% 95% 108 % 109% 108%
» Pidana 90% 92,82% 103% 101% 103 % 89% 93%
Persentase perkara tidak upaya 103,5% 98% | 105,5% 99% | 100,5%
hukum Kasasi

Analisa capaian kinerja :
1. Persentase perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
» Beban perkara pidana tahun 2022 adalah 1.127 perkara dan diputus pada
tahun berjalan sebanyak 1.022 perkara. Jumlah perkara yang tidak diajukan
Kasasi sebanyak 906 perkara atau 88,65%. Capaian kinerja untuk indikator
ini mencapai 104% dari target 85%.
» Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
dari tahun 2018 s/d 2021 rata-rata capaian kinerja sebesar 105%, tahun
2022 capaian kinerja menurun sedikit menjadi 104% namun naik signifikan
dibanding tahun 2021 (95%).
» Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada perkara pidana berada pada

interval 100%-125%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun
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2022, Pengadilan Negeri Kisaran telah

2022

‘BERHASIL” dalam mencapai

sasaran kinerja Persentase peningkatan perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Kasasi.

2. Persentase perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

» Beban perkara perdata tahun 2022 adalah 268 perkara dan diputus pada

tahun berjalan sebanyak 251 perkara. Jumlah perkara yang tidak
diajukan Kasasi sebanyak 233 perkara atau 92,82%. Capaian kinerja
untuk indikator ini mencapai 103 dari target 90%.

Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
dari tahun 2018 s/d 2021 rata-rata capaian kinerja sebesar 96,5%, tahun
2022 capaian kinerja meningkat menjadi 103%.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada perkara perdata
berada pada interval 100%-125%, dengan demikian disimpulkan bahwa
pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran telah “BERHASIL” dalam
mencapai sasaran kinerja Persentase peningkatan perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi.

Berikut adalah keadaan perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi pada

Pengadilan Negeri Kisaran :

Tabel 14.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Sisa Masuk Cabut | Jumlah PutUS Perkara Rasio
Jenis Perkara | Perkara 2022 perkara | beban 2022 Tidak Produktifitas
2021 Kasasi (%)
Pidana Biasa 79 1021 0 1100 996 904 90,76
Pidana 0 27 0 27 26 24 92,30
Khusus Anak
Perdata 44 85 6 123 107 86 80,37
Gugatan
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Perdata 1 136 0 137 137 137 100
Permohonan
Gugatan 0 11 3 8 7 7 100
Sederhana

Jumlah 124 1280 9 1395 1273 1.158 90,96

Dari hasil analisa diatas dapat dilihat bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kisaran
untuk indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi tahun 2022 meningkat dibanding kinerja tahun 2021, bahkan secara rata-rata
meningkat secara signifikan dibanding rata-rata tahun 2018 s/d 2021.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Kisaran (103,5%) berada
pada interval 100%-125%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022,
Pengadilan Negeri Kisaran telah “BERHASIL” dalam mencapai sasaran kinerja
Persentase peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
menunjukkan bahwa pada umumnya putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kisaran tahun 2022 dapat diterima dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak
dan pencari keadilan. Namun tingginya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
bukan hanya dipengaruhi oleh putusan hakim namun masih ada kondisi lain yang
mungkin menjadi penyebab antara lain :

- Lamanya proses penanganan perkara sehingga masyarakat menjadi jenuh
karena menyita waktu, biaya dan pikiran;

- Biaya penyelesaian perkara di pengadilan yang sulit diprediksi;

- Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;

- Kurangnya pemahaman mengenai prosedur untuk melakukan upaya hukum

banding, dll.

Indikator kinerja (e) : Persentase perkara Anak yang diselasaikan dengan
Diversi
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Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah
perbandingan antara jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dengan

jumlah perkara pidana anak.

Tabel 15.

Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator Kinerja =~ Target  Realisasi Capaian Kinerja

2022 2022 2022 2021 | 2020 | 2019 2018
Persentase
Perkara Pidana 506 3,84% 76,8% 62,5% 87% 0% 0%
Anak yang
diselesaikan

dengan Diversi

Penyelesaian perkara secara diversi merupakan pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana,
sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi
diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18
tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18
tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi
dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan
subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berhasil
jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan

pidana anak.
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Tabel 16.
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi

Sisa 2021 Perkara Perkara Diselesaikan Rasio
Masuk Putus secara Produktifit

Diversi as

Pidana Khusus Anak 0 27 26 1 3,84%

Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran menerima 27 perkara pidana khusus
anak, yang diputus pada tahun berjalan sebanyak 26 perkara. Perkara yang
diselesaikan secara diversi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
sebanyak 1 perkara atau 3,84%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah
76,8% dari target 5%.

Banyaknya perkara anak yang tidak dapat diselesaikan secara diversi
disebabkan antara lain karena sebagian besar perkara tersebut tidak memenuhi syarat
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, faktor kegagalan lainnya
antara lain karena :

a. Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah;

b. Adanya penegak hukum yang menghendaki permasalahan ini dilanjutkan ke
pengadilan;

c. Kurangnya sosialisasi terhadap aparatur penegak hukum tentang penanganan

diversi pada kasus pidana anak, dll.

Dari hasil analisa diatas dapat dilihat bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kisaran
untuk indikator kinerja Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi
tahun 2022 meningkat dibanding kinerja tahun 2021, bahkan secara rata-rata lebih
tinggi dibanding tahun 2018 s/d 2021.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase Perkara Pidana
Anak yang diselesaikan dengan Diversi (76,8%) berada pada interval 75%-99,99%,
dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran
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telah “CUKUP BERHASIL” dalam mencapai sasaran kinerja peningkatan Persentase

perkara anak yang diselesaikan secara diversi.

Indikator kinerja () : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas
terhadap Layanan Peradilan
- Persentase indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan adalah perbandingan antara responden yang puas terhadap
pelayanan peradilan dengan jumlah responden yang memperoleh pelayanan

peradilan.

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan
masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri

Kisaran.

Tabel 17.

Perbandingan Persentase Index Responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja =~ Target  Realisasi Capaian Kinerja
2022 2022 2022 2021 2020 2019 2018
Index
Responden 90% | 92,70% | 103% | 101,7% | 114% | 100% | 88%
pencari keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan

Pengukuran untuk Indikator ini masih menggunakan Permenpan RB Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Terdapat 9
ruang lingkup yang dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat, antara lain meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur
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Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

(o2}

. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan kategori skala skor

adalah :
= 81,26 -100 . Sangat baik
= 62,51-81,25 . Baik
= 43,76 - 62,50 : Kurang baik
= 25,00 -43,75 . Tidak baik
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Hasil survei indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran Triwulan 1V (periode Oktober s/d
Desember) adalah sebagai berikut :

Tabel 18.
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas | B

No. Ruang Lingkup Rata-rata Kategori Peringkat
Skor
1. |Persyaratan 3,686 Sangat Baik 6
2. |Prosedur 3,695 Sangat Baik 3
3. |Waktu Pelayanan 3,648 Sangat Baik 9
4. Biaya/Tarif 3,676 Sangat Baik 7
5. |Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,667 Sangat Baik 8
6. [Kompetensi Pelaksana 3,686 Sangat Baik 5
7. |Perilaku Pelaksana 3,762 Sangat Baik 2
8. |[Maklumat Pelayanan 3,695 Sangat Baik 4
9. |[Penanganan Pegaduan, 3,857 Sangat Baik 1

Rasio indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
pada Pengadilan Negeri Kisaran ditargetkan sebesar 80% melalui hasil survei yang
dilakukan.

Tahun 2022, Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Kisaran
dilaksanakan secara Triwulan. Dalam Survey IKM Triwulan IV (Oktober s/d Desember)
responden yang disurvei sebanyak 105 orang. Dari analisa hasil survei yang dilakukan
menunjukkan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri
Kisaran sebesar 92,70% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 103% dari
target 90%.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Persentase Index Responden

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan semakin terus meningkat
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dalam 5 tahun terahir. Ini menunjukkan bahwa komitmen Pengadilan Negeri Kisaran
dalam memperbaiki kualitas layanan telah menunjukkan hasil yang nyata dan dapat
dirasakan oleh masyarakat. Khususnya dengan hadirnya Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
terutama bagi pencari keadilan.

Pengakuan atas keberhasilan dalam meningkatkan standar pelayanan ini juga
datang dari Dirjen Badan Peradilan Umum. Melalui SK Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 247/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tanggal 9 Desember 2022
tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan I
Tahun Anggaran 2022, Pengadilan Negeri Kisaran berhasil memperoleh nilai
akreditasi sebesar 725 meningkat dari tahun 2021 sebesar 720, dan berhak
mendapatkan predikat “A” (Excellent).

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Kisaran juga diusulkan oleh TPM
Mahkamah Agung ke Kementerian MENPAN-RB menjadi salah satu pengadilan negeri
yang mengikuti penilaian Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bersih dari
Korupsi (WBK). Walaupun belum berhasil dalam mendapatkan predikat WBK namun
Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan banyak perubahan dalam meningkatkan
standar pelayanan pengadilan antara lain penyediaan ruang PTSP yang nyaman,
ruang tunggu pengunjung yang bersih dilengkapi dengan Air Conditioner (AC), jalur
dan parkir untuk penyandang disabilitas, wilayah steril dan fasilitas layanan lainnya.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase Index Responden
pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (103%) berada pada interval
100%-125%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, Pengadilan
Negeri Kisaran telah “BERHASIL” dalam mencapai sasaran kinerja peningkatan

kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan.

SASARAN Il. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kisaran

dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri
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dari 2 (dua) indikator dan rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis tersebut

diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 19.
Capaian kinerja Sasaran Strategis Il Tahun 2022

CeEara Indikator Kinerja Utama Target Realisasi | Capaian
NO :
Strategis
2 Peningkatan | a. Persentase salinan Putusan 100% 100% 100%
efektifitas yang disampaikan kepada
pengelolaan para pihak Tepat Waktu
penyelesaian
perkara b. | Persentase Perkara yang 5% 8% 160%
Diselesaikan melalui Mediasi

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 ‘ 130%

Setelah melalui hasil analisa dan pengolahan data, maka berdasarkan Skala Nilai
Ordinal, rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara (130%) berada pada interval >125%, dengan
demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran telah

“SANGAT BERHASIL” dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator kinerja (a) : Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada
para pihak Tepat Waktu

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat
waktu dengan jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengadilan untuk
menyampaikan salinan putusan secara tepat waktu. Dasar hukumnya adalah SEMA
Nomor 2 Tahun 2010 dan Nomor 01 Tahun 2011 tentang penyampaian salin dan
petikan putusan yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menyediakan salinan
putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan

tersebut diucapkan dan diberikan atas permintaan pihak yang bersangkutan untuk

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 49



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI KISARAN

KELAS IB 2022

perkara perdata. Untuk perkara pidana, pengadilan wajib menyampaikan salinan

putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan

tersebut dibacakan. Dan surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal

28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Tabel 20.

Perbandingan Persentase salinan Putusan
yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja | Target REENRED Capaian Kinerja

2022 2022 2018

Persentase
salinan Putusan
yang
disampaikan 100% 100% 100% 100% 100% | 100 % 90 %
kepada para
pihak tepat
waktu

Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi tahun 2022 adalah sebanyak 1.273
perkara, dan seluruhnya telah disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu
atau 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari
target 100%. Capaian indikator kinerja ini konsisten dalam 5 tahun terahir.

Berikut ini adalah tangkapan layar aplikasi EIS Direktorat Jendral Badilum atas
evaluasi implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kisaran periode bulan Januari s/d
Desember 2022. Nilai Kepatuhan untuk pemberitahuan Putusan/Salinan Putusan

mendapatkan nilai penuh 30,00.

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Kisaran

PERIODE Periode Januari 2022 s.d Desember 2022

KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN
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Pemberitahuan Putusan/Penentapan Jumlah  Sesuai Tidak
17 Kepatuhan waktu dalam input tanggal pembentahuan pufusan dalam wakdu 1x24 jam (Nilei Msksimal 30,00
30.00) 129 1290 0

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase salinan putusan
yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu (100%) berada pada interval 100%-
125%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri
Kisaran “BERHASIL” dalam mencapai sasaran kinerja dengan indikator Persentase

salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Indikator (b) : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan
jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang
dilakukan mediasi.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian Perkara
perdata gugatan melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Kisaran.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat
melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa
yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Dan SK
KMA Nomor 108/KMA/SK/VI1/2017 Tanggal 17 juni 2017 tentang Tata Kelola Mediasi di
Pengadilan, memberikan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi
sehingga diharapkan pelaksanaan mediasi dapat lebih berdaya guna dan mampu
meningkatkan keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun.
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Tabel 21.
Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja ~ Target  Realisasi Capaian Kinerja

2022 2022 2022 2021 2020 2019 2018
Persentase
Perkara yang 5% 8% 160% | 29,8% | 28,74% | 40% 60 %
diselesaikan

melalui Mediasi

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi tahun 2022 sebanyak 50 perkara dan yang
berhasil diselesaikan dengan mediasi 4 perkara atau 8% , sehingga capaian kinerja
untuk indikator ini adalah sebesar 160% dari target 5%. Dari tabel diatas terlihat
bahwa capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun
2022 sebesar 160% meningkat secara signifikan dibanding rata-rata capaian tahun
2018 s/d 2021, sehingga target pada indikator tersebut perlu ditingkatkan.

Tabel 22.
Penyelesaian Perkara melalui Mediasi tahun 2022

Jumlah Status Keberhasilan Mediasi

Bagian Perkara | Bernasil Tidak Tidak Dapat EIEN

yang dimediasi
dimediasi

Bl Dilaksanakan Proses

1 Perdata
Gugatan 50 4 45 0 1

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi (160%) berada pada interval >125%, dengan demikian
disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran telah “SANGAT
BERHASIL” dalam mencapai sasaran kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi.

Capaian kinerja tahun 20022 telah melebihi target yang ditetapkan. Namun
demikian pada kenyataannya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui
mediasi masih sangat rendah dibanding jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini sebagian besar disebabkan karena

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 52



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI KISARAN

KELAS IB 2022

kurangnya itikat baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara
saling menguntungkan kedua belah pihak melalui prosedur mediasi. Kendala-kendala
lainnya juga disebabkan karena :
1. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan
penyelesaian perkara melalui mediasi.
2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas
pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien.
3. Mediator  belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam

melaksanakan mediasi.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran

mediator dengan keahlian uang memadai.

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kisaran
dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator dan rata-rata capaian
kinerja pada sasaran strategis tersebut sebagaimana yang diuraikan pada tabel

dibawah ini :

Tabel 23.

Capaian kinerja Sasaran Strategis Ill Tahun 2022

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
NO :
Strategis
3 | Meningkatnya | a. | Persentase Perkara Prodeo 100% 100% 100%
akses yang diselesaikan
peradilan bagi
masyarakat
asy b. Persentase perkara yang 0% 0% 0%
miskin dan : . :
A diselesaikan di luar Gedung
terpinggirkan )
Pengadilan
C. Persentase Pencari Keadilan 95% 100% 105%
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
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Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 100% ‘

Setelah melalui hasil analisa dan pengolahan data, maka berdasarkan Skala Nilai
Ordinal, rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (100%) berada pada interval
100%-125%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 Pengadilan
Negeri Kisaran telah “BERHASIL” dalam mencapai target kinerja sasaran strategis
tersebut.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator kinerja (a) : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah
perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara
prodeo.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kisaran dalam
memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya
perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara
ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan
pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan
Negeri Kisaran. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata

permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara

didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

Tabel 24.
Perbandingan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja  Target Realisasi Capaian Kinerja
2022 2022 2022 ‘ 2022 ‘ 2020 ‘ 2019 2018
Persentase
perkara
Prodeo yang
diselesaikan
1. Perdata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2. Pidana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tahun 2022 tidak ada perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan
biaya perkara (prodeo) pada Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga realisasi kinerja
sebesar 0%. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 0% dari target 0%. Hal ini
disebabkan karena tidak ada anggaran untuk membiayai pembebasan biaya perkara
perdata (prodeo) dalam DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Perkara prodeo pidana yang dimohonkan tahun 2022 dari Pemerintah
Kabupaten Asahan sebanyak 42 perkara. Sedangkan jumlah perkara prodeo yang
diajukan oleh Kanwil Kemenkumham sebanyak 251 perkara. Yang berhasil ditangani
oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI)
di Pengadilan Negeri Kisaran sebanyak 53 perkara prodeo. Perkara prodeo pidana
yang diajukan telah diselesaikan. Biaya penanganan pembebasan biaya perkara
(prodeo) untuk perkara pidana dibebankan pada DIPA KEMENKUMHAM.

Indikator (b) : Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plats
adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kisaran dalam
memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami
hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan Negeri Kisaran memiliki gedung bangunan untuk Zitting Plaat di
Kabupaten Batubara, namun kondisi sudah rusak berat, sehingga tidak dapat lagi
digunakan untuk tempat persidangan. Tahun 2022 Pengadilan Negeri Kisaran tidak
ada melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan, sehingga capaian kinerjanya

adalah 0% sesuai target 0%.
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Tabel 25.
Perbandingan Persentase Persentase perkara
yang diselesaikan diluar Gedung

Indikator Kinerja ~ Target  Realisasi Capaian Kinerja
2022 2022
2022 2021 2020 2019 2018
Persentase
perkara yang 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
diselesaikan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar pengadilan khususnya untuk
jenis perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana. Lokasi
penyelenggaraan sidang di luar pengadilan dapat diterapkan melalui koordinasi antara
pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang diluar gedung
pengadilan dapat dilaksanakan secara terpatu dengan layanan Posbakum
Pengadilan.

Indikator (3) : Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan Golongan
Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan

layanan hukum.

Yang dimaksud dengan Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok
orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi

konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Layanan Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para
pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini
masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis

hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan
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dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Namun senyatanya Posbakum ini
melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu

membayar jasa pengacara.

Tabel 26.

Perbandingan Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja | Target Realisasi Capaian Kinerja

2022 2022

AN 2021 2020 2019 2018

Persentase
Pencari keadilan
Golongan 95% 100% 105% 105% 100% 100% 90%
tertentu yang
mendapat
Layanan Batuan
Hukum
(Posbakum)

Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
Posbakum adalah 95%, sedangkan capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan
karena semua masyarakat yang datang meminta layanan hukum telah seluruhnya
mendapatkan layanan advokat piket di Posbakum Pengadilan Negeri Kisaran.
Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan Negeri Kisaran mengalami
dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) (105%) berada
pada interval 100%-125%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022,
Pengadilan Negeri Kisaran telah “BERHASIL” dalam mencapai sasaran Kinerja
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (posbakum).
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SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri
Kisaran dalam meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Kepatuhan
terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan
tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah
satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap
putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator dan capaian kinerja pada sasaran

strategis tersebut diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 27.

Capaian kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Strategis
4 | Meningkatnya Persentase Putusan 20% 38,5% 192,5%
kepatuhan Perkara Perdata yang
terhadap ditindaklanjuti
putusan (dieksekusi)
pengadilan

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4 192,5%

Setelah melalui hasil analisa dan pengolahan data, maka berdasarkan Skala Nilai
Ordinal, rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan (192,5%) berada pada interval 100 s/d 125%, dengan
demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Kisaran telah
“SANGAT BERHASIL” dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut.

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
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Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran ini adalah
perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah

permohonan eksekusi.

Tabel 28.
Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja =~ Target  Realisasi Capaian Kinerja
2022 2022

2018

Persentase
Putusan

Perkara Perdata 20% 38,5% 192% 77,38% 0% 28% 0%
yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Tabel 29.
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

_ " sisatahup Permohonan Total EkS:rll(USI roclj?t?lftli(;itas
Indikator kinerja 2021 masuk tahun permohongn dilakysangakan p
2022 Eksekusi
Persentase
Putusan
Perkara
Perdata yang 38 19 57 33 57,89%
ditindak lanjuti
(dieksekusi)

Jumlah perkara perdata yang dimohonkan eksekusi sebanyak 57 perkara terdiri
dari sisa tahun 2021 sebanyak 38 perkara dan permohonan eksekusi yang masuk
tahun 2022 sebanyak 19 perkara. Permohonan eksekusi yang selesai dilaksanakan
tahun 2022 sebanyak 33 perkara atau 57,89%, sehingga capaian untuk indikator
kinerja ini adalah 289,45% dari target 20%.

Capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2022 sebesar 289,45% naik signifikan dibandingkan
rata-rata capaian 4 tahun sebelumnya yaitu 2018 s/d 2021 . Hal ini disebabkan karena

pengadilan berperan aktif dalam proses pelaksanaan eksekusi pada perkara yang
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sudah BHT, pada periode sebelumnya pengadilan sebagai pihak yang pasif hanya
menunggu para pihak mengajukan permohonan eksekusi.

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian Persentase Putusan Perkara Perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) (289,45%) berada pada interval >125%, dengan
demikian disimpulkan bahwa pada Tahun 2021, Pengadilan Negeri Kisaran telah
“SANGAT BERHASIL” dalam mencapai sasaran kinerja Persentase Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pada dasarnya, permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu
pihak, sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap
putusan pengadilan semakin tinggi. Namun demikian masih ada faktor lain yang
mempengaruhi antara lain keterbatasan biaya pihak pemenang sehingga belum
memohonkan eksekusi pada tahun 2022.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/ realisasi
anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima
oleh Pengadilan Negeri Kisaran.

Untuk mendukung tercapainya kinerja, Pengadilan Negeri Kisaran memiliki 2
(Dua) DIPA. DIPA yang pertama dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) untuk
anggaran operasional dan non operasional perkantoran dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 5.517.105.000,- (Lima milyar lima ratus tujuh belas juta seratus lima ribu
rupiah), dan DIPA yang kedua dari Badan Peradilan Umum (DIPA 03) untuk anggaran
penyelesaian perkara pidana dan Layanan Posbakum dengan pagu anggaran sebesar
adalah Rp. Rp. 264.400.000,- (Dua Ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu
rupiah).

Tabel 30.

Keadaan Anggaran Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022

1. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) 264.400.000

2. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) 5.517.105.000-
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Pada tahun anggaran 2022, DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Nomor
DIPA-005.01.2.400389/2022 tanggal 17 November 2021 telah mengalami 8 (delapan)
kali revisi. Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran mendapatkan penambahan pagu
Angaran untuk tambahan Gaji dan Tunjangan dan biaya Langganan Listrik. Sedangkan
DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) mengalami revisi dalam rangka peningkatan
efektivitas penyerapan anggaran tanpa mengakibatkan perubahan atas nilai total pagu.

Adapun rincian capaian realisasi anggaran belanja dan pendapatan pada

Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebagai berikut :

A. Realisasi Anggaran
1. Realisasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) adalah sebesar

Rp. 5.500.628.077,- (Lima milyar lima ratus juta enam ratus dua puluh delapan ribu

tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung sebesar Rp. 5.436.628.077,- (Lima milyar empat ratus tiga
puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah),
atau 99.70% dari total anggaran Rp. 5.517.105.000,- (Lima milyar lima ratus
tujuh belas juta seratus lima ribu rupiah).

b. Realisasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah
Agung sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau 100 %
dari pagu sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Rincian pengadaan prasarana Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
- Pengadaan PC Komputer untuk Kepaniteraan: Rp. 54.000.000,- (lima
puluh empat juta rupiah);
- Pengadaan Printer: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Realisasi anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) adalah sebesar
Rp. 263.548.150,- (Dua Ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh
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delapan ribu rupiah) atau 99.68 % dari pagu 264.400.000,- (Dua Ratus enam

puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Capaian kinerja realisasi anggaran Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai berikut :
Tabel 31.
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi Rasio

Produktifitas

1. DIPA 01 (Badan Urusan 5.517.105.000 5.500.324.758 99,70%
Administrasi)
2. DIPA 01 (Badan Peradilan 264.400.000 263.548.150 99,68%
Umum)
Jumlah 5.781.505.000 5.763.872.908 99,69%

Berdasarkan Skala Nilai Ordinal, capaian kinerja realisasi anggaran (99,69%)
berada pada interval 75%-99,99%, dengan demikian disimpulkan bahwa pada Tahun
2022, Pengadilan Negeri Kisaran “CUKUP BERHASIL” dalam mencapai sasaran

realisasi anggaran.

B. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Kisaran

Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan DIPA 01 (Badan Urusan Adminitrasi) merupakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rumah Dinas
Negara, pendapatan dari penjualan atas penghapusan BMN dan penerimaan
kembali belanja pegawai tahun anggara yang lalu. Total penerimaan PNBP
DIPA 01 sebesar Rp. 21. 716.640,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus enam
belas ribu enam ratus empat puluh rupiah). Realisasi kinerja ini mencapai
100,03% dari target Rp. 21.708.000,-. Rincian realisasi pendapatan adalah

sebagai berikut :

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 62



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI KISARAN

KELAS IB

Tabel 32.
Realisasi PNBP DIPA 01 (Badan Urusan Adminitrasi) Tahun 2022

Kode Akun Jenis Pendapatan Realisasi

1. 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan 17.943.487
Bangunan

2. 425122 Pendapatan dari penjualan peralatan dan 20.000
mesin

3. 425911 Penerimaan kembali belanja pegawai 153
tahun anggaran yang lalu

Jumlah Penerimaan 21.716.640

b. Pendapatan Pengadilan Negeri Kisaran DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan
kejaksaan dan Peradilan lainnya, Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah
pada Panitera Badan Peradilan serta Pendapatan Ongkos Perkara. Total
penerimaan PNBP DIPA 03 sebesar Rp. 49.948.500,- (empat puluh sembilan

juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Realisasi
kinerja ini mencapai 125,75% dari target Rp. 39.718.000,-.
Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 33.
Realisasi PNBP DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) Tahun 2022

Kode Akun Jenis Pendapatan Realisasi

1. 425232 Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan 34.633.500,-
Lainnya

2. 425233 Pendapatan Ongkos Perkara 11.845.000,+

3. 425239 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah 3.470.000,-
Pada Panitera Badan Pengadilan
(Peradilan)

Jumlah Penerimaan 49.948.500,-
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat
tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran,
karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat
ditujukan untuk pencapaian lebih dari satu sasaran, demikian pula sebaliknya.
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri
Kisaran menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Kendala dan hambatan yang
terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum
terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, karena masih adanya perkara yang masih
berjalan sehingga belum dapat terukur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem
kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran telah berjalan baik dan lancar.
Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:
a. Keberhasilan
Keberhasilan yang telah tercapai antara lain:
1. Semakin berkurangnya tunggakan perkara
b. Hambatan/ masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan
sehingga dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana
Pengadilan Negeri Kisaran belum memadai menyebabkan pelayanan
kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

2. Masih kurangnya pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk

meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.
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B. SARAN-SARAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Manteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloparan Kinerja dan

Tata Cara Revui Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Prediden

Nomor 5 Tahun 2009 tentang kedudukan, Fungis, Struktur Organisasi dan Tata Kerja

dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak
lanjut sebagaimana berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas perutaran perundang-
undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan
pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan
Peradilan.

2. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan
sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri
Kisaran yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.

4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang

efektifitas serta kinerja pada Pengadilan Negeri Kisaran.
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
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PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NELSON ANGKAT, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 18 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Kisaran,,

2022
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PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan

dibawah ini :
Nama : IDRIS, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Kisaran.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : NELSON ANGKAT, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kkinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

2022
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PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : MEDIANA BR TARIGAN, S.E.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : NELSON ANGKAT, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

N Kisaran, 05 Januari 2022
} ngad.ﬂan Negeri Kisaran, Sekretaris Pengadi Negeri Kisaran,

NIP. 19771203 200502 2 001
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PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA

TAHUN ANGGARAN 12022

NO ‘ Sasaran Strategis ‘

(PKT)

: PENGADILAN NEGERI KISARAN

Indikator Kinerja Utama

1. | Terwujudnya Proses | a. Persentase perkara yang diselesaikan
Peradilan yang pasti, tepat waktu
Transparan dan = Perdata 70%
Akuntabel = Pidana 100%
b. |Jumlah Putusan yang menggunakan 30%
pendekatan keadilan Restoratif
C. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Banding
» Perdata 80%
* Pidana 85%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Kasasi
» Perdata 85%
= Pidana 90%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 5%
diselesaikan dengan diversi
f. Index responden pencari keadilan 90%
yang puas terhadap layanan peradilan
2 Peningkatan a. | Persentase salinan Putusan yang 100%
efektifitas disampaikan kepada para pihak Tepat
pengelolaan Waktu
penyelesaian
perkara Persentase Perkara yang 5%
Diselesaikan melalui Mediasi
3 | Meningkatnya akses Persentase Perkara Prodeo yang 0%
peradilan bagi diselesaikan
masyarakat miskin
dan terpinggirkan Persentase perkara yang 0%
diselesaikan di  luar  Gedung
Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan 95%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
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4 | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata 20%
kepatuhan terhadap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
putusan pengadilan

Kegiatan
Program Anggaran
DIPA 01
Nomor: SP DIPA- 005.01.2.400389/2022
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 5.453.105.000,-

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (Lima milyar empat ratus lima puluh tiga juta

seratus lima ribu rupiah)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 64.000.000,-
Aparatur Mahkamah Agung (Enam puluh empat juta rupiah)

DIPA 03
Nomor: SP DIPA- 005.03.2.400390/2022
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 264.400.000,-
(Dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu
rupiah)
Jumlah Rp. 5.781.105.000,-

(Lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah)
Kisaran, 05 Januari 2022

iTE; ngadilan Tinggi Medan, Ketua Pangadilan Megeri Kisaran,,

S TMIP-19550601 198103 1 006
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RENCANA KINERJA TAHUN
2022
2023
2024
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UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

NO
1

RENCANA KERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis

Terwujudnya Proses
Peradilan yang pasti,
Transparan dan
Akuntabel

(RKT)

: PENGADILAN NEGERI KISARAN
: 2022

Indikator Kinerja Utama

Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu

* Perdata

* Pidana

Target

70%
100%

Jumlah Putusan yang menggunakan
pendekatan keadilan Restoratif

Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Banding
* Perdata
* Pidana

80%
85%

Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Kasasi
* Perdata
* Pidana

85%

Persentase Perkara Pidana Anak yang
diselesaikan dengan diversi

5%

Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan

90%

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase salinan Putusan yang

disampaikan kepada para pihak Tepat
Waktu

100%

Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui Mediasi

5%

Meningkatnya akses

peradilan bagi
masyarakat miskin

dan terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

Persentase perkara
diselesaikan  di  luar

Pengadilan

yang
Gedung

C.

Persentase ~ Pencari  Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

95%

2022
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KELAS IB 2022

4 | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata 20%
kepatuhan terhadap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
putusan pengadilan

Ketua,

NELSON KAT,S.H.,M.H
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KELAS IB

(RKT)
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KISARAN
TAHUN ANGGARAN  :2023

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
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KELAS IB

4 | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata
kepatuhan terhadap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

20%

2022
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KELAS IB

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KISARAN
TAHUN ANGGARAN 12024

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
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KELAS IB 2022

kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Ketua, P

?

BESSSS

M'WNA BY. TARIGAN, S.E

HALIDA RAHARDHINLS.H,M.Hum IDRIS,
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KELAS IB 2022

SK TIM PENYUSUNAN LK]JIP

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 80



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI KISARAN

KELAS IB

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
Nomor : W2.U11/143/SK/KP.04.6/01 /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LXjIP ) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah guna memberikan kevakinan mengenai akurasi,
keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang
berkualitas;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Kisaran tentang Pembentukan Tim Penvusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2023 Pada
Pengadilan Negen Kisaran,

Mengingat : 1. Undang-undang Rl Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
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KELAS IB

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretanatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11 /2008 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
alas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI
KISARAN;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor W2.U11/230/SK/KP.04.6/01/2022 tanggal 03 .Januari
2022 Tentang Penujukan Tim Penyusunan Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan
Negeri Kisaran;

KEDUA ¢ Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinega Instansi Pemerintah
(LKjlP) Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Kisaran, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua
Pengadilan Negen Kisaran;
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KELAS 1B

KEEMPAT :  Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas
sampai dengan bulan Maret Tahun 2023;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari
keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran
Tahun Anggaran 2023

KEENAM : Surat Keputusan mm mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian han terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : KISARAN
Pada Tanggal : 24 Januan 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

ud.

HALIDA RAHARDHINI
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KELAS IB

Lampiran | : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Tentang : Pembentukan Tin Penyusun Laporan Kinerja Instans Tahun 2023
Pemerintah (LigIP) Pada Pengadilan Negen Kisaran

Nomor : W2.U11/43/SK/KP.04.6/01/2023

Tanggal : 24 Januan 2023

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKkjIP ) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Jabatan

No Nama
1. | Penanggung Jawab ERIKA SARI EMSAH GINTING, S H., M.H,
2. | Koordinator Validasi Data 1. MEDIANA Br. TARIGAN, S.E.
2. BUYUNG HARDI, S.H
3. | Ketua NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H., M.H.
4. | Sekretaris NONI AFRIANTI DAMANIK, S.H.
5. | Anggota
1. ADDHIE YUS PRAMANA PUTRA, S.H.,

M.H.
2. SITIUR MALA SITORUS, S 1.
DIANA ROMIN HARAHAP, S H.
MUHAMMAD REZA LUBIS, S.H.

By

| 6. | Tim Pereviu Laporan Kinerja | | gRIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.
NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H., M.H
. MEDIANA Br. TARIGAN, S.E.

. BUYUNG HARDI, S.H.

LLN -

Ditetapkan di : KISARAN
Pada Tanggal ;24 Januarn 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

td.
HALIDA RAHARDHINI

Sahnan sesugl dengan aslinya

JGERI KISARAN
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